SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 170/378/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

DAN BIAYA BBM PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

bahwa dalam rangka efesiensi pengelolaan keuangan daerah,
perlu penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang saat ini mengalami defisit;

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan
Bupati Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor
3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
tunjangan perumahan pimpinan perlu disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah dengan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Dan Biaya
Bahan Bakar Minyak (BBM) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017
Nomor 3);

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulau
Morotai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Biaya Bahan
Bakar Minyak (BBM) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana terlampir dalam
keputusan Bupati ini.

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu mempertimbangkan kemampuan
pendapatan daerah ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen)
dari perhitungan besaran tunjangan yang dianggarkan
sebelumnya.

Besaran Biaya BBM Pimpinan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah
ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari perhitungan
Biaya BBM yang dianggarkan sebelumnya.

Besaran tunjangan perumahan dan biaya BBM Pimpinan
diberikan setiap bulan dan dalam proses pencairannya harus
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran
2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

alinan sesuai dengan aslinya
PALABAGIAN HUKUM DAN HAM, Ditetapkan di Morotai Selatan

pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI PULAU MOROTAL,

ttd

SULAIMAN BASRI, SH

NIP-197606062011011003 BENNY LAOS
Salinan disampaikan kepada Yth :

R

Arsip.

Wakil Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);

Sekretaris DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
Inspektur Inspektorat Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
Kepala BPKAD Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;

TIM TAPD Kab. Pulau Morotai masing-masing di Morotai Selatan;



DAFTAR : BESARAN TUNJANGAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 170/378/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN BIAYA BBM PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
ANGGARAN 2021

PERUMAHAN DAN BIAYA BBM PIMPINAN

DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN
NO URAIAN TUNJANGAN KETERANGAN
(Rp)
1 Tunjangan Perumahan Ketua DPRD 8.750.000
Tunjangan Perumahan Wakil Ketua
2 DPRD 7.500.000
3 Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 2.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NiP-197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS




